SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting
bagi kehidupan masyarakat dan dalam menunjang
kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola
secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan
yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;

bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang
pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian,
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan
keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan
akuntabilitas;

bahwa lajunya pembangunan semakin meningkat
mengakibatkan pemakaian air tanah semakin meningkat
dan untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air tanah
di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu pengaturan,
penertiban dan pengawasan yang seksama atas setiap
kegiatan pengeboran, pengambilan dan pemakaian air
tanah;

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (4)
dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2008 tentang Air Tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air
tanah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960, Nomor 115 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun
2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1
Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk
Menetapkan Kelas Air;
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor
13 Tahun 2009, Tentang Teknik Pedoman Penyusunan
Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1
Tahun 2010, Tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR

TANAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya
dibidang air tanah.

Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi
Kalimantan Tengah.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas adalah dinas yang tugas dan tanggungjawabnya
dibidang air tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas adalah  kepala dinas yang tugas dan
tanggungjawabnya dibidang air tanah di Provinsi
Kalimantan Tengah.

Air Permukaan adalah segala air yang mengalir di
permukaan tanah termasuk air laut.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.
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Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat
menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah
cukup dan ekonomis.

Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti
proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah
berlangsung.

Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang
mampu menambah air tanah secara alamiah pada
cekungan air tanah.

Daerah Lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran air
tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air
tanah.

Pengelolaan Air Tanah adalah wupaya merencanakan,
melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan
konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah.

Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan
pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara
penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara
lainnya.

Hak Guna Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna
air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan
air tanah untuk berbagai keperluan.

Hak Guna Pakai Air dari pemanfaatan air tanah adalah hak
untuk memperoleh dan memakai air tanah.

Hak Guna Usaha Air dari pemanfaatan air tanah adalah
hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.

Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara
keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi
air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan
kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang
akan datang.

Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan
kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak
mengalami perubahan.

Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan
serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan
lingkungan air tanah.

Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara
keberadaan air tanah agar sesuai fungsinya.

Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi
dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai.

Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya
mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta
memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti
semula.



